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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Jika kita melihat mengenai hak atas kesehatan dalam Undang-Undang No. 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sudah terdapat satu pasal yang jelas 

mengenai peniadaan praktik diskriminasi dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan. Namun selain dari pasal tersebut, tidak ada sanksi bagi 

pelanggaran terhadap prinsip diskriminasi di dalam Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut. Hal ini menunjukan belum ada 

sanksi yang tegas, khususnya dalam bidang Kesehatan bagi pelanggaran 

Hak Asasi Manusia, termasuk hak kesehatan, yang tentunya dapat 

merugikan masyarakat yang belum terlindungi sepenuhnya mengenai hak 

kesehatannya, khususnya WNA.  

2. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sudah 

diatur, walaupun tidak secara eksplisit, mengenai prinsip non diskriminasi, 

namun nyatanya masih terdapat peraturan perundang-undangan dibawahnya 

yang menurut penulis telah melanggar prinsip non diskriminasi yang 

melanggar hak kesehatan WNA di Indonesia. Hal ini dapat kita temukan 

dalam Peraturan Walikota Mataram No. 6 Tahun 2017 tentang Tarif 

Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah 

Daerah di Luar Rumah Sakit. 

3. Dengan adanya peraturan Peraturan Walikota Mataram No. 6 Tahun 2017 

tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 

serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik 

Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit, maka menurut asas Lex Superior 

Derogat Legi Inferiori, seharusnya baik Peraturan Walikota Mataram No. 6 
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Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Mataram serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit haruslah 

dibatalkan oleh karena Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan telah mengatur larangan praktik prinsip non diskriminasi. 

4. Pengaturan yang jelas dan khusus mengenai hak kesehatan WNA di 

Indonesia memang belum dibentuk dalam suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan apapun di Indonesia. Padahal menurut penulis, dengan 

banyaknya kemungkinan WNA masuk kedalam wilayah Indonesia yang 

mengakibatkan banyaknya pula kemungkinan WNA menderita penyakit, 

maka perlu suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur 

mengenai hak kesehatan WNA secara rinci dan jelas.  

5.2 Saran 

1. Setelah mengetahui bahwa tidak adanya sanksi maupun aturan yang lebih 

jelas bagi pelanggaran dari non diskriminasi yang daitur dalam Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu ditambahkan 

bagian-bagian maupun pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut mengenai 

pelanggaran dari prinsip non diskriminasi tersebut. Dalam hal ini, penulis 

menyarankan untuk melaksanakan hukuman administratif bagi pelanggaran 

terhadap prinsip non diskriminasi berikut. Adapun menurut penulis 

hukuman adminstratif dapat berupa pencabutan izin operasional bagi 

instansi yang melanggar prinsip non diskriminasi. 

2. Setiap kepala daerah beserta anggota DPRD daerah yang terkait dengan 

penerbitan peraturan perunadng-undangan yang melanggar prinsip non 

diskriminasi, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Mataram serta 

pemerintah daerah Kabupaten Bandung, disarankan untuk secepatnya 

membuat aturan hukum yang baru mengenai tarif pelayanan kesehatan 

tersebut. Dimana dalam peraturan daerah yang baru tersebut, tidak lagi 
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dicantumkan kebijakan-kebijakan yang melanggar prinsip non diskriminasi 

serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia lainnya.  

3. Perlu pula untuk dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

secara vertikal, khususnya untuk menyelaraskan prinsip non diksriminasi 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan sehingga prinsip tersebut juga diterapkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berada dibawahnya, termasuk peraturan-

peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk menjaga kebulatan makna 

tentang pengertian non diskriminasi dalam segala tingkatan hirarki 

peraturan perundang-undangan.   

4. Mengenai belum adanya produk hukum khusus yang mengatur tentang hak 

kesehatan WNA, maka menurut penulis perlu untuk dibentuk suatu produk 

hukum yang memiliki fokus dalam hak kesehatan WNA tersebut. Hal ini 

menurut penulis diperlukan mengingat semakin banyaknya kemungkinan 

WNA datang memasuki wilayah Indonesia sehingga tingkat kemungkinan 

WNA tersebut terserang penyakit pun besar kemungkinannya bertambah. 
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